
BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR 34 TAHUN 2018 

TENTANG 

STEMPEL DAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN 
PENCATATAN SIPlL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

DENGAN RAHMAT WHAN YANG MARA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang a. 	bahwa untuk peningkatan pelayarum administrasi 
kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi 
informasi, dinamis, tertib dalam pencapaian pelayanan prima 
yang menyeluruh, periu mengatur standarisasi mengenai 
spesifikasi stempel dan Pejabat Pencatatan Sipil (PPS) pada 
akta pencatatan sipil; 

h. 	bahwa urrtak nrelaksanakan Pernmran Menteri DaJam Negeri 
Nomor 118 Tabun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, 

, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga perlu. 
disusun pedoman Stempel dan PPS Bidang Pelaya.nan 
Pencatatan SipJ1 di daerah; 

c. 	hahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud 
da1am hurufa dan hurnf b, periu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Stempel dan Pejabat Pencatatan Sipil Bidang Pelayanan. 
Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil; 

Mengingat L 	 Undang- Uttdang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat n Lampung Barat (Lembaran 
Negara Republk Indonesia Tabun 1991 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndon.esia Nomor 24S2}; 

2. 	Undang-Undang 23 Tabun 2006 tentang Adm.inistrasi 
pendudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan 1embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674l sebagaimana teJah diubah denga.n 
Undang-Undang Namor 24 Tabun 2013 (Lembamn Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 262, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5475); 



·' 


. Menetapkan 

3. 	Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambalian Lembaran Negara RepuhJik Indonesia 
Hornor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor58, Tambahan Lembaran 
Negara RepubJik Indonesia Nomor 5679); 

4. 	Peraturan Pemerintah Nornor 37 Tahun 2007 tentang 
J>e1aksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi. Kependudukan sebagaimana teIah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran 
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2007 Humor 80, Tamhahan 
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nornor 4736); 

5. 	Peraturan Menteri Da1am Negeri RepubJik Indonesia Nomor 118 
Tahun 2017 tentang Blanko Kartn Keluarga, Register, dan 
Kutipan Akta Pencatatan Sipi1; 

6. 	Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 119 Tahun 2017 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok 
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; 

7. 	Pe:raturan Daerah Kabupaten Lampung Bamt Nornor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

< 	 PERATURAN BUPATI TENTAl'fG . STEMPEL DAN PEJABAT 
PENCATATAN SIPlL BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 
PADA DlNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 


Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. 	 Daerah adalah :Kabupaten Lampung Barat. 

2. 	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung 
Barat. 

3. 	 Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 

4. 	 Dinas adalah Dinas Kepetldudukan dan Pencatatan Sipi!. 

5. 	 Stempel/cap Dinas adalah tanda Identitas dati suatu Jabatan 
atauOPD. 

6. 	 Pejabat Pencatatan Sipil yang selarqutflya: disingkat PPS adalah 
pejabat yang me1akukan pencatatan peristiwa penting yang 
dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan. 



7. 	 Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan data autentik 
yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang 
ditetbitkan dan disal1kan oteh pejabat berwenang berdasarkarl 
ketentuan peraturan perundang-undangan. .' 

8. 	 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami dalam kehidupan 
seseorang meliputi kelahiran, Jahir mati, kematian, perkawinan, 
pereenrian, pembatalan peikawinan, pengangkatan, pengak'Uan 
dan pengesahan anak, perubaban nama, perubaban status 
kewarganegardan dan peristiwa penting Jainnya. 

9, 	 Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa mengenai status 
seseorang yang dikukuhkan melalui penetapan Pengadilan 
Negeri yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan 
Pencata!:all Sipil Kabupaten Lampung Barat, antara lain 
perubahan jenis kelamin. 

10. 	 Catatan Pinggir adalah catata:n mengenai perubahan status atas 
terjadinya peristiwa penting daIam bentuk catata:n pada bagian 
pinggir akta atau bagirul belakang kutipan akta ok:h pejabat 
Pencatatan Sipil. 

11. 	 Pe1ayanan Pengurusan Akta Kelahiran secarn. daring adalah 
proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas 
persyamtannya ditakukan dengan media elekbmrik yang 
berhasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi 
komunikasi dan infonnasi; 

12. 	 Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, 
adaJab llomor identitas Penduduk yang bersifat unik alau khas, 
tonggal dan metekat' pada sesoorang yang' t:erdafI:ar sebagai 
Penduduk Indonesia. 

13. 	 Unit PeIaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Peru:atatan 
Sipil yang seJanjutnya disebut UPT D.inas adalah unit peIayanan 
nrusan administrasi kependudukan eli tingkat kecamatan atan 
yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah 
Dinas. 

Pasal 2 
Ruang Jingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. stempel bidang pe1a.yanan pencatatan sipil; dan 
b. Pl::jabat Pencatatan Sipil (PPSJ. 

BASIl 
STEMPEL BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

Pasal3 
{II 	 Stempel bidang pelayanan pencatatan sipil dipergunakan 

untuk dokumen pencatatan sipil yang terdiri dad: 
a. 	 kutipan akta kelahiran; 
b. 	 i..'1ltipan akta Irematian; 
c. 	 kutipan akta perkawinan; 
d. 	 kutipan akta percemian;

+ 	 e. kutipan akta pengakuan anak; dan 
f. kutipan akta pengesahan anak; 

(2) 	 Spesifikasi Stempel sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) 
tercantum daJam Iampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan daD Pemturan Bupati ini. 



BAB III 
PEJABAT PENCATATAN SIPIL 

.' 
Bagian Kesatu 

Pengangkatan dan I':edudukan PPS 

Pasal4 

ill 	 PPS i.erdhi atas: 
a, 	 Ker~ia Dina.~,; dan 
b. 	 Kcr)(.!.1a lTPT Dinas. 

PPS Sl'b~igaima,"1a dimaksud pada ayat PI me,upakan ?PS 
kal'en", jabal.annya, 

r:n 	 Selgin PPS seb<lgaiInana dinH'lksud pHda ayat (!) dapcH 
<liangl",r dali PHS lainnyayang memenuhi pelsyaratal1, 

Pasal 	5 

(l \ 	 ["P!:) ~C:Tlsaimana dimaksud dalam Pasa! 4 ayat !1\ huruf a 
})erkedtidnkan papa Dinas. 

(2) 	 PPS seo:lgahnana dirnaksud dalam PasnI 4 ayat (Ii huruf b 
berkedudukan pada UPT D111a8, 

Bagian Kedua 
'. 	 Persyaratan PPS 

Pasa16 

Persyaratan Penga!1.gkatan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasa} 

-4 ayat (3) bagi PNS lainnya yaitu: 

a, sural keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil 


pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Pemenntah Daerah; 
b. 	 pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang 

sederajat dan diutamakan D-IV (Diploma Empatl Pencatatan 
Sipil danlatau Sarjana Hukum; 

c. 	 pangkatlgolongan paling rendah: 
1. penata muda/IDa pada Dinas; dan 
2. pengatur 'fk.I/IId pada UPT Dinas. 

d. 	 PNS st:bagaimana dimaksud pada buruf b yang bukan 
be.rpendidikan D-rV (Diplom.a Emp."lt) pencatatan sipil hru-us 
mem:ilThi bukti keilrutscrtaan dalam: 
1. perulidikan dan peJatihan pencatatan sipil; dan/atau 
2. 	birobingan. teknis dibidang pencatatan sipiL 

Pasa17 
(I) 	PNS pada Dinas yang memenuhi pernyaratan sebagairoana 

dimaksud dalam Pasal 6 diangkat o1eh Bupati menjadi PPS 
berdasaTkan usuIan Kepala Dinas. 

'T! 	 PriS pad.a Upf Dinas yang memenuhi persyaratart scbagaimana1. 

dimaksud dalam Pa.'3al 6 diangkat oleh Bupati menjadi PPS 
berdasarkan usulan kepaJa UPT Dinas sctelah mendapat 
pen;et'Ujuan KepaJa Dinas. 

http:Kcr)(.!.1a
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Pasal8 
Pengangkatan PNS manjadi PPS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa! 7 ditet;'3.pkan dengllIi Keputusrut Bupati. 

Bagian Ketiga 

Kewenangan dan Tugas 


Pasal9 
.PPS sebagai([lana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kewenangan: 
a. meJakukan verifikasi kebenaran data; 

0, melakulcan pembuktian pencatatan atas namajabatannya; 

c. 	 mencatar data dalam register akta pencatatan sipil; 
d. 	 menerbitkan. kutipan akta pencatatan sipi1; dan 
c. 	 membuat catatan piilggir pads. akta-!ik--ta pencatatan sipiL 

Pagal to 
!1) DaJam mdaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 

n:>~~1 R p-,:", memn"n,,~; tt'gac'
r';"'~'" ....... '- ... "'-' ........ "'1:-' .... ,(.;;) C-LO: ~ >J'. 


a. 	 me!akukan pemeriksaan data penduduk sesuai dengan 
dokurnen yang dipersyaratkan; 

b. 	 memm~l.ikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang 
diper!:l'!aratkan; 

c. 	 meiak\lkan pem:atatan alas peristiwa penting yang dilaporkEn 
oleh penduduk pada register ail.1:a pencatatan sipil: 

d. 	 menandatangani dan rnenerbitkan kutipan akta pencatat:cU1 
sipil; dan 

c. 	 membuat dan menandatangani catatan pinggir pada akw 
p<mcaramn sipiL 

eLl Sclain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (II PPS 
mempullY,jl tugas membuat dan menandatangani surnl 
kereranga!l pencatatan sipil. 

Bagian Keempat 

Pembel'hentian PPS 


Pasal 11 

(1) 	P(~mberhu1fian PPS karena: 


H, mencapai batas usia pensiun PillS; 

b. 	 meninmsal dunia; 
c. 	 permil~tllan sendiri; dan/alau 
d. 	 diberhentikan. 

(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Imruf d diberhentikan 

ka:rena: 

a. 	tidak dapat melaksanakan tugas; 
o. 	melaku kan pelanggaran disip\in sedang atau berat; dan/atau 
c. 	diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal12 

(11 PPS pada, Dinas dilierhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan 
Kepala Dinas. 

{2J PPS pada UfYf Dinas berdasarkan usulan Kepala UPT 
Disdukcapil Kabupaten setelah mendapat perserujuan Kepa1a 
Dina!>. 



Pa&'l113 

Pemberhentian PPS sebagaimana dimaksud daiam Pasal 12 
ditetapkan d!!ngan Keputusao Bupati. 

Bagian kelima 

Pertanggungjawaban 


Pasal 14 

PPS dalam melaksanakan tugas sebagaimanR dimaksud dalam 
Pasa19 bertanggungjawab pada Bupati. 

BABIV 

k'ETENTUAN PENUTUP 


Pasa115 

Pemtunm Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuillya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat. 

Ditetapkan di Liwa 
padatanggal 10 jull'l 2018 

, 

BUPATI LA1VTPUNG BARAT, 

P; 

DA1~RAH K!\BUPATEN LAMPUNG 

'?,LI 

OSiL MABSUS 

BARAT TAHUN 2018 



LAMPmAN 	 PERATURAN BUPATI L.At.WUNG BARAT 
NOMOR ?>~ TAHUN 2018 
TANGGAL: 2g Juni ~018 

SPESlFIKASI STEMPELJABATAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL 

11 Stempel jabatan P(tiabat Pencatatan Sipit berbentuk lingkaran, terbuar 
daTi bahan kaTet si.mctik kualitas tinggi dengan huruf Arial pica 7. 

2) bentuk stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 terdiri dmi 

a. 	gal~is lingkaran 1ua.r; 
h. 	gari~; ~ingkaJan teng-sth; 
c 	 garis Hngkaran dalaln; 


garis mendaw, da!nm g<lTis lingkaran dalam: 

c. isi stempel. 

3) 	Ukuran stempel me!iputi : 
a. 	Garis tengah li.ngkamn iuaT adalah 4 em; 
b. 	Garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 em; 
c. 	Garis tengah Ilngkanrn dalam adaJah 2,7 em; 
d .. <iarak amam :) (dua) g<lris yang terdapat dalam lingkaran dalam 

maksimal 1 em: 
e. 	Garis mendanrr da!am gans lingkaran dalam; 
r. 	 Jarak anlrira 2 ,dual garis yang terdapat dalam garis lingkaran dalam 

maksimal 2 em. 

4) Bent~k Stempel Jabatan Pejabat Pencatatan Sipil 

II~.. ·· 
2,7cm

!J t 	 \ l t 4 
3,8cm cntI 

I'-"------I 
1- 2crn 

! 



1. Contoh stempel jabatan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas 

" 

: DlNAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 

: KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

: PEJABAT PENCATATAN SIPlL 

2_ Contoh st.empel jahatan Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT DINAS 

: UPT DINAS 

: UPT D!NAS KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIP!L 

•, 
: PEJABAT PE:NCATATAN SJPIL 

PI\; SIL, M.ABSUS 

, 



